
Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan 
Perkotaan Metropolitan

Skala peta = 1: 100.000

Jangka waktu perencanaan = 20 tahun



Fungsi :g
• Menciptakan keserasian pembangunan kota inti dengan Kawasan 
Perkotaan sekitar di dalam wilayah pengaruhnya sebagai satu kesatuan 
pengembangan Kawasan Perkotaan;

• Menjaga konsistensi perkembangan pembangunan suatu kota dengan• Menjaga konsistensi perkembangan pembangunan suatu kota dengan 
strategi perkotaan nasional dalam jangka panjang;

• Menjaga keserasian perkembangan kota dengan wilayah  
pengembangannya.y



Manfaat :
• Perumusan kebijaksanaan pokok pelaksanaan pemanfaatan ruang di 

kota inti dan wilayah pengaruhnya;
• Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan 

perkembangan kota inti dengan wilayah pengaruh pengembangannya;perkembangan kota inti dengan wilayah pengaruh pengembangannya;
• Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau 

masyarakat, khususnya bagi kegiatan pembangunan skala besar serta 
infrastruktur primer (prasarana wilayah);( y )

• Penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota (termasuk kawasan-kawasan 
perkotaan yang terdapat di wilayah Kabupaten), yang merupakan dasar 
dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan;

• Perumusan program program pembangunan terpadu lintas sektor dan• Perumusan program-program pembangunan terpadu lintas sektor dan 
lintas wilayah.



Produk Rencana :
1. Tujuan pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan
2. Struktur dan pola pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan 
3. Arahan pengelolaan Kawasan Perkotaan Metropolitan
4. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan p g p g p

berisi:
• Mekanisme perijinan;
• Prinsip-prinsip kompensasi, insentif dan dis-insentif;
• Mekanisme pengawasan dan  penertiban.p g p



Bagan Alir Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan

R T R W N

R T R W P

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN 
KESERASIAN DAN 

KETERPADUAN 
PENGEMBANGAN KOTA INTI

FORMULASI TUJUAN 
PENGEMBANGAN 
METROPOLITAN

Perumusan kondisi yang akan datang:
• Estimasi kebutuhan pengembangan

RENCANA STRUKTUR TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN

A h l l k li d d b didPENGEMBANGAN KOTA INTI 
DAN KOTA-KOTA

METROPOLITAN
p g g

fungsional kota-kota
• Estimasi hub. fungsional kota-kota

• Arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya
• Arahan pengembangan sistem prasarana dan sarana primer
• Arahan kebijaksanaan TGA, TGU DAN SDA lainnya

IDENTIFIKASI 
PERMASALAHAN 

PEMBANGUNAN KOTA

FORMULASI VISI 
PEMBANGUNAN KOTA

Rumusan kondisi yang akan datang :
• Estimasi kebutuhan dan peluang

pengembangan kota
• Estimasi hubungan fungsional kawasan

kota

RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN

RENCANA TATA RUANG  WILAYAH KOTA

Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya
Pengelolaan kawasan tertentu
Sistem prasarana dan sarana sekunder TGT, TGU dan SDA lainnya
Pentahapan dan prioritas pengembangan untuk perwujudan struktur

IDENTIFIKASI 
PERMASALAHAN 

PEMBANGUNAN  DAN 
PERWUJUDAN RUANG 

KAWASAN

FORMULASI TUJUAN 
PENGEMBANGAN KAWASAN

Rumusan kondisi yang akan datang :
• Estimasi kebutuhan dan pelaksanaan

pembangunan

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN

• Rencana pemanfaatan ruang kawasan fungsional dalam blok-blok peruntukan
• Rencana struktur pelayanan
• Rencana sistem jaringan pergerakan primer dan sekunder
• Rencana sistem utilitas
• Arahan kepadatan, ketinggian bangunan sempadan untuk setiap blok peruntukan
• Rencana pengelolaan sarana dan prasarana

Pentahapan dan prioritas pengembangan untuk perwujudan struktur 
pemanfaatan ruang kota

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN 
PELAKSANAAN 

PEMBANGUNAN KAWASAN
TUJUAN PEMBANGUNAN 

LINGKUNGAN & MASA 
BANGUNAN

Perkiraan pemanfaatan fisik dan 
daya dukung lingkungan

RENCANA TEKNIK RUANG KAWASAN PERKOTAAN

• Rencana pemanfaatan ruang berupa rencana perpetakan dan  tata letak 
bangunan

• Arahan letak dan penampang jalan serta utilitas
• Rencana tapak, tata letak bangunan gedung dan bukan gedung



CONTOH 
Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan



CONTOH
Arahan Kebijaksanaan Tata Guna Tanah, Air, Udara, dan Sumberdaya Alam Lainnya



Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
(RTRW Kota)

Skala peta = 1: 50.000 – 20.000

Jangka waktu perencanaan = 20 tahun



Fungsi :g
• Menjaga konsistensi perkembangan Kota/Kawasan Perkotaan dengan 

strategi perkotaan nasional dan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah 
Propinsi dalam jangka panjang; 

• Menciptakan keserasian perkembangan kota dengan wilayah• Menciptakan keserasian perkembangan kota dengan wilayah 
sekitarnya;

• Menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah.

Manfaat :
• Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di Wilayah Kota/ 

Kawasan Perkotaan;
M j dk k t d k t k it d k i b• Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan 
perkembangan dan keserasian antar sektor;

• Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau 
masyarakat di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan (rujukan bagimasyarakat di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan (rujukan bagi 
penerbitan ijin lokasi bagi pembangunan);

• Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan di 
wilayah Kota dan Wilayah Kabupaten;
P f t b i k i t b• Pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan.



Produk Rencana :
1. Tujuan pemanfaatan ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan
2. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang Wilayah 

Kota/Kawasan Perkotaan
3 Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan:3. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan:
• pengelolaan kawasan lindung dan budidaya;
• pengelolaan kawasan fungsional perkotaan, dan kawasan tertentu;
• pengembangan kawasan yang diprioritaskany
• penatagunaan tanah, air, udara dan sumber daya lainnya
• pengembangan sistem kegiatan pembangunan dan sistem pusat-

pusat pelayanan  permukiman perkotaan; sistem prasarana 
transportasi; sistem telekomunikasi sistem energi sistem prasaranatransportasi; sistem telekomunikasi, sistem energi, sistem prasarana 
pengelolaan lingkungan

4. Pedoman pengendalian pembangunan wilayah kota/kawasan 
perkotaan, meliputi perijinan; pemberian kompensasi, insentif dan dis-
insentif; dan pengawasan dan penertiban.


